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ABSTRACT  

The background of this research is in decision no. 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr polygamy occurred without the 

permission of the first wife then a request for cancellation of polygamy was filed by the Petitioner against the 

polygamous marriage of Respondent I (husband) with another woman who the respondent continued his 

polygamous marriage without the permission of the Petitioner. The purpose of this study was to find out the 

cancellation of marriage due to polygamy without the permission of the first wife in the decision of the Religious 

Court of Kediri Regency, decision no. 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr from the perspective of Law No. 1 of 1974 

and the perspective of Islamic law. The research method used is normative research and the data used are 

primary data and secondary data collected through documentation transcripts, then analyzed using descriptive 

analytical data analysis techniques. The results of this research and discussion indicate that the Petitioner has 

legal standing to file a Marriage Annulment Application as stipulated in Article 23 letter (d) of Law Number 1 of 

1974 regarding the marriage of Respondent I to Respondent II which was carried out when Respondent I was 

still legally married without the permission of the Petitioner. However, in the view of Islam, polygamy without 

the wife's permission cannot be a reason for submitting an annulment of marriage because the condition for 

polygamy in Islamic law is only to be fair to wives. 

Keywords: zAnnulment zof zMarriage, zPolygamy 

 

 

PENDAHULUAN  

Perkawinan adalah suatu perjanjian suci, luas dan 

kokok untuk hidup bersama secara sah antara laki-

laki dengan perempuan membentuk keluarga yang 

kekal, santun menyantun, kasih mengasih, tentram 

dan bahagia (Ramulyo, 1996). 

Dalam hukum Indonesia, pada azasnya dalam 

suatu perkawinan hanya boleh memiliki satu istri 

saja. Adapun jika seseorang ingin memiliki istri lagi, 

harus mendapatkan izin poligami dari istri 

pertamanya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan 

dalam Pasal 5 ayat 1 poin a Undang-Undang 

Perkawinan No.1 Tahun 1974. Selain medapatkan 

izin dari istri pertama, juga harus bisa berlaku adil 

terhadap istri dan anak-anaknya. Pada prakteknya 

tidak sedikit dari masyarakat melanggar aturan yang 

sudah ada seperti melaksanakan poligami tanpa izin 

istri pertamanya. 

Dalam kasus tersebut pihak yang dirugikan dapat 

mengajukan pembatalan perkawinan, pembatalan 

perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan 

yang diwajibkan melalui persidangan bahwasannya 

perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut 

terdapat cacat demi hukum. 

Adapun pembatalan perkawinan yang diputus 

batal oleh hakim karena pihak yang bersangkutan 

tidak melengkapi syarat sah suatu perkawinan, 

dengan kata lain syarat tidak terpenuhi. Sehingga 

dengan tidak terlengkapinya syarat atau sahnya suatu 

perkawinan tersebut dapat dinyatakan batal demi 

hukum sesuai dengan ketentuan yang ada (Umam, 

2017). 

Di pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdapat 

sebuah putusan dengan perkara No.1362/Pdt.G/2016/ 

PA.Kab.Kdr tentang pembatalan perkawinan. 

Adapun putusan ini mengenai pembatalan 

perkawinan karena tanpa izin istri pertama. Pada 

perkara ini yang menjadi termohon ada dua pihak. 

Pihak yang pertama yaitu suami, dan pihak kedua 

yaitu istri kedua.  

Dalam perkara ini yang mengajukan pembatalan 

perkawinan selaku pemohon adalah istri pertama, 

dimana yang menjadi pokok masalah adalah 

pemohon mengajukan permohonan pembatalan 

perkawinan antara termohon 1 dengan termohon II 

yang melangsungkan pernikahan tanpa 

sepengetahuan dan seizin dari Pemohon yang 

berstatus masih menjadi istri kemudian pernikahan 
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poligami ini baru diketahui ketika Pemohon dengan 

Termohon I telah bercerai dan Pemohon bermaksud 

ingin meminta hak harta gono-gini yang selama ini 

belum belum diurus dan belum terpenuhi, sedangkan 

pembatalan perkawinan baru diajukan dengan dalil 

karena pemohon baru mengetahui saat ini ketika 

memori dading yang di tanda tangani oleh termohon 

I dan termohon II untuk perjanjian perdamaian antara 

Termohon I dan Termohon II. 

Namun yang menjadi tanda tanya bagi penulis di 

sini adalah, antara Pemohon dengan Termohon I 

sebenarnya sudah putus tali perkawinannya karena 

bercerai, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam 

Pasal 38 Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Jadi 

apakah bisa perkawinan tersebut dibatalkan karena 

yang mengajukan pembatalan perkawinan adalah 

mantan istri .  

Dalam perkara pembatalan perkawinan ini, hakim 

mengabulkan permohonan dari Pemohon di 

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perkara 

putusan No.1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr dimana 

salah satu alasan karena termohon I melangsungkan 

perkawinan tanpa seizin istri pertama  yang 

kemudian diketahui lama setelah bercerai. 

Rumusan zmasalah zpada zpenelitian zini zadalah 

zbagaimana zpembatalan zperkawinan zkarena zpoligami 

ztanpa zizin zistri zpertama zdalam zputusan zPengadilan 

zAgama zKabupaten zKediri zNo. 

1362/Pdt.G/2016/PA.Kdr zperspektif zUndang-undang 

zNomor z1 ztahun z1974 zdan zbagaimana zpembatalan 

zperkawinan zkarena zpoligami ztanpa zizin zistri zpertama 

zdalam zputusan zPengadilan zAgama zKabupaten zKediri 

zNo.1362/Pdt.G/2016/.PA.Kdr zperspektif zHukum 

zIslam. 

Sedangkan ztujuan zpenelitian zini zyaitu zuntuk 

zmengetahui zpembatalan zperkawinan zkarena 

zpoligami ztanpa zizin zistri zpertama zdalam zputusan 

zPengadilan zAgama zKabupaten zKediri zNo. 

1362/Pdt.G/2016/PA.Kdr zperspektif zUndang-undang 

zNomor z1 ztahun z1974 zdan zuntuk zmengetahui 

zpembatalan zperkawinan zkarena zpoligami ztanpa zizin 

zistri zpertama zdalam zputusan zPengadilan zAgama 

zKabupaten zKediri zNo. 1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr 

zperspektif zhukum zIslam. 

Pembatalan zperkawinan zadalah zpernyataan zbatal 

z(urung, ztidak zjadi) zdari zkata zdasar zbatal zyang ztidak 

zsah. Menurut zYahya zHarahap, zpembatalan 

zperkawinan zialah ztindakan zpengadilan zyang zberupa 

zkeputusan zyang zmenyatakan zperkawinan zyang 

zdilakukan zitu zdinyatakan ztidak zsah zdan zsesuatu zyang 

zdinyatakan ztidak zNo zlegal zforce zmaka zkeadaan zitu 

zdianggap ztidak zpernah zada. (Harahap, z1975) z 

Dalam zhukum zIslam zpembatalan zperkawinan 

zialah zsuatu zperkawinan zdapat zdibatalkan, 

zdikarenakan zperkawinan zyang zmelanggar zlarangan 

zyang zbersifat zabadi zyang zberkaitan zdengan zhukum 

zagama zdalam zperkawinan, zmaka zpembatalannya 

zbersifat zabadi. Sedangkan zyang zmelanggar zlarangan 

zyang zbersifat zsementara zialah zlarangan zyang 

zadakalanya zberhubungan zdengan zagama zdan 

zadministrasi zdalam zhukum zPengadilan zAgama. 

Dalam zhukum zIslam, zpembatalan zperkawinan 

zdisebut zjuga zfasakh. Fasakh zartinya zputus zatau zbatal. 

Yang zdimaksud zmemfasakh zakad znikah zadalah 

zmemutuskan zatau zmembatalkan zikatan zhubungan 

zantara zsuami zdan zistri. Putus zperkawinan zdisebabkan 

zfasakh, zberbeda zdengan ztalak, zyang zberlangsung 

zhanyalah ztalak zbain zsughra zdalam zarti zsuami ztidak 

zboleh zkembali zkepada zistrinya zdalam zbentuk zrujuk.  

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

tentang perkawinan pada BAB IV Pasal 22 telah 

tercantum bahwa perkawinan dapat dibatalkan 

apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-

syarat untuk melangsungkan perkawinan. 

(Rahmatillah dan A.N Khofify, 2017) 

Jadi zpembatalan zperkawinan zadalah 

zdibatalkannya zperkawinan zyang zsudah zterjadi, zdan 

zdikemudian zhari zdiketahui zbahwa zketika zterjadinya 

zperkawinan ztersebut zada zsyarat-syarat zyang ztidak 

zterpenuhi. Dan zdiputuskannya zperkawinan zini zatas 

zdasar zputusan zhakim zdi zPengadilan. (Faizuluddin, 

z2021). 

Poligami zadalah zistilah zdi zmana zseorang zsuami 

zmemiliki zistri zlebih zdari zsatu zorang zsecara 

zbersamaan. Menurut zSayyid zQutub, zpoligami 

zmerupakan zsuatu zperbuatan zrukhsah zyang zdapat 

zdilakukan zhanya zdalam zkeadaan zdarurat zyang zbenar-

benar zmendesak. Laki-laki zharus zbisa zberbuat zadil 

zterhadap zistri-istri zdibidang znafkah, zmuamalah, 

zpergaulan zdan zpembagian zmalam. Jika ztidak zbisa 

zberbuat zadil, zmaka zcukup zsatu zorang zistri zsaja. 

(Aibak, z2009) 

Begitu zjuga zyang zdikatakan zoleh zSayuti zThalib 

zbahwa zseorang zlaki-laki zyang zberistri zdari zsatu 

zorang zperempuan zdalam zwaktu zyang zsama zmemang 

zdiperbolehkan zdalam zhukum zIslam, ztetapi 

zpembolehan zitu zdiberikan zsebagai zsuatu 

zpengecualian. Pembolehan zdiberikan zdengan 

zbatasan-batasan zyang zberat, zberupa zsayarat-syarat 

zdan ztujuan zyang zmendesak. (Sayuti zThalib, z2009). 

Kemudian zada z2 zsyarat zntuk zbisa zberpoligami 

zyaitu zsyarat zalternatif zdan zsyarat zkomulatif. Syarat 

zalaternatif zadalah zapabila zpengadilan zdapat 

zmengizinkan zseorang zberpoligami zjika zistri ztidak 

zdapat zmenjalankan zkewajiban zsebagai zistri, zistri 

zcacat zbadan zatau zpenyakit zyang ztidak zbisa zsembuh, 

zistri ztidak zdapat zmelahirkan zketurunan. Sedangkan 

zsyarat zkomulatif zmerupakan zsyarat zyang zsemuanya 

zharus zdipenuhi zoleh zsuami. Jika zsalah zsatu ztidak 

zterpenuhi zmakan zizin zpoligaminya ztidak zbisa 

zdikabulkan zoleh zhakim zPengadilan zAgama. 

 

METODE 

Penelitian zini ztermasuk zjenis zpenelitian zyuridis 

znormatif zyang zbersifat zkualitatif. Penelitian znormatif 

zadalah zpenelitian zyang zmenjadi zobjeknya zmengenai 
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zasas- zasas, znorma, zkaidah zdari zperaturan zperundang 

zundangan, zputusan zpengadilan zperjanjian zdan 

zdoktrin z(Muhammad z& zAripin, z2010).  zOleh zkarena 

zitu, zdata zyang zdikumpulkan zmerupakan zdata zyang 

zdiperoleh zdari zputusan zhakim. Dalam zpenelitian zini 

zpenulis zmembutuhkan zdata z zpertimbangan zhukum 

zyang zdigunakan zoleh zhakim zdalam zmemutus zperkara 

zpembatalan zperkawinan zkarena zpoligami ztidak 

zberizin zberdasarkan zkomparatif zUndang-Undang 

zdengan zHukum zIslam.  z 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan perundang-undangan (statue 

aproach) yaitu pendekatan legislasi dan regulasi pada 

sebuah putusan tentang pembatalan perkawinan 

karena tanpa izin istri pertama dengan metode 

pendekatan konseptual (conceptual approach). Oleh 

zkarena zitu, zpenelitian zini zmengambil zsumber zdata 

zdalan zsebuah zputusan zpengadilan ztentang 

zpembatalan zperkawinan ztanpa zizin zistri zpertama. 

Data zpenelitian zyang zdihasilkan zada zdua zyaitu 

zbahan zhukum zprimer zdan zbahan zhukum zsekunder, 

zbahan zhukum zprimer zmelalui zputusan zpengadilan 

zNomor z1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr, zUndang-

Undang zNo.1 zTahun z1974, zdan zbuku ztentang zhukum 

zIslam zyang zberkaitan zdengan zpoligami. Sedangkan 

zbahan zhukum zsekunder z zyaitu zyang zdiperoleh 

zmelalui z zpendapat zpakar zhukum zIslam zyang 

zdituangkan zdalam zartikel, zjurnal zwebsite ztentang 

zpembatalan zperkawinan. (Marzuki, z2005). 

Sedangkan zteknik zpengumpulan zdata 

zmenggunakan z z zStudi zDokumentasi z(document 

zresearch) zmelalui zpenelitian zini, zpenulis 

zmemfokuskan zuntuk zdapat zmenelaah zbahan-bahan 

zatau zdata-data zyang zdiambil zdari zdokumentasi zdan 

zberkas zyang zmengatur ztentang zpemeriksaan zputusan 

zyang zterkait zmasalah zpembatalan zperkawinan zkarena 

zpoligami ztanpa zizin zistri zpertama zdalam zputusan zNo. 

1362/Pdt.G/2016/Pa.Kab.Kdr. 

Teknik zanalisis zdata zyang zdigunakan zadalah 

zmetode zcontent-analysis zuntuk zmenganalisis zdata 

zberdasarkann zisinya. Yakni zpertimbangan zhukum 

zatau zdasar zhukum, zdan zhasil zputusan zPengadilan 

zAgama zKabupaten zKediri zdalam zputusan zNo. 

1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr. Bahan zanalisa zyaitu 

zterkait zmateri zpembatalan zperkawinan zkarena 

zpoligami ztanpa zizin zistri zpertama. Kemudian 

zmenggunakan zdeskriptif zanalisis zyaitu zmengkaji zdan 

zmendeskripsikan zterhadap zpelaksanaan zpembatalan 

zperkawinan zdi zPengadilan zAgama zKabupaten 

zKediri. Sedangkan zanalisis zdata zmerupakan zproses 

zpencarian zdan zpenyusunan zdata zyang zsistematis 

zmelalui zdokumentasi zyang zsecara zakumulasi 

zmenambah zpemahaman zpenelitian zterhadap zyang 

zditemukan. Metode zyang zdigunakan zadalah zmetode 

zcontent-analysis zuntuk zmenganalisis zdata 

zberdasarkann zisinya. Pada zpenelitian zini zpeneliti 

zmendaoatkan zdata zdari zbanyak zsumber zdan zditinjau 

zdari zperspektif zUndang-Undang zNo. 1 zTahun z1974 

zdan zhukum zIslam zterhadap zpembatalan zperkawinan 

zkarena ztanpa zizin zistri zpertama. 

 

HASIL zDAN zPEMBAHASAN 

Perkara zPembatalan zPerkawinan zNomor z1362/Pdt.G/ 

2016/PA.Kab.Kdr zmerupakan zpermohonan zdari 

zPemohon z(isteri) zterhadap zTermohon zI z(suami) zdan 

zTermohon zII z(isteri) zkedua zdari zTermohon zI. 

Dimana zTermohon zI z(suami) zsecara zdiam-diam 

zmelangsungkan zperkawinan zdengan zTermohon zII 

ztanpa zsepengetahuan zdan zizin zdari zistri zpertama 

z(Pemohon) zserta ztidak zada zputusan zPengadilan 

zAgama zyang zmemberikan zizin zkepada zTermohon zI 

z(suami) zuntuk zmenikah zlagi, zyang zdimana 

zperkawinan zantara zTermohon zI zdengan zTermohon zII 

zdilangsungkan zpada ztanggal z17 zDesember z1995 zdi 

zKantor zUrusan zAgama zKecamatan zPungging 

zKabupaten zMojokerto zsebagaimana ztertuang zdi 

zdalam zAkta zNikah zNo. 511/63/XII/95. Dimana 

zstatus zTermohon zI zsaat zitu zmasih zterikat zperkawinan 

zdengan zPemohon. Inilah zyang zmenjadi zlandasan zdari 

zPermohonan zPemohon zterhadap zTermohon zI zdan 

zTermohon zII zagar zperkawinan zTermohon zI zdengan 

zTermohon zII zdibatalkan. 

Pemohon zmendalilkan zbahwa zPemohon zdan 

zTermohon zI zdahulu zsuami zistri zsah zdan zkemudia 

zbercerai zdi zPengadilan zAgama zKabupaten zKediri 

zpada ztanggal z06 zOktober z2008. Pada zwaktu 

zPemohon zdan zTermohon zI zmasih zterikat zsuami zistri 

zkemudian zTermohon zI zmenikah zlagi zdengan 

zTermohon zII zdan zPemohon zbaru zmengetahui zsetelah 

zPemohon zcerai zdengan zTermohon zI zdan zada zhak 

zPemohon zyang zbelum zdibagi, zoleh zkarena zitu 

zPemohon zmempunyai zlegal zstanding zuntuk 

zmengajukan zPermohonan zPembatalan zNikah 

zsebagaimana zdiatur zdalam zPasal z23 zhuruf z(d) 

zUndang-Undang zNomor z1 zTahun z1974 zatas 

zperkawinan zTermohon zI zdengan zTermohon zII zyang 

zdilaksanakan zpada zsaat zTermohon zI zmasih zterikat 

zsuami zistri zsah ztanpa zizin zPemohon. Sedangkan 

zpermohonan zpembatalan zperkawinan zbaru zdiajukan 

zsetelah zPemohon zdan zTermohon zI zbercerai zdengan 

zdalil zbahwa zPemohon zbaru zmengetahui zsaat zini 

zketika ztelah zterbit zperjanjian zdamai zNo. BA zADV 

z/VII/2015 ztanggal z16 zJuli z2015 zoleh zTermohon zI 

zdan zTermohon zII. 

Kemudian Majelis Hakim telah cukup 

mempertimbangkan hal-hal sebagaimana amar 

putusan diatas, oleh karena itu  terhadap dalil-dalil 

dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, 

Termohon I dan Termohon II yang tidak 

dipertimbangkan, ztelah zdianggap zdikesampingkan 

zkarena zMajelis zHakim zmenganggap zdalil-dalil zdan 

zbukti-bukti ztersebut ztidak zcukup zrelevan zdengan 

zpokok zperkara zini, zkarenanya ztidak zperlu 

zdipertimbangkan zlebih zlanjut zdan zharus 

zdikesampingkan, zkarena zbukti zKutipan zAkta zNikah 

znomor zXXXX ztanggal z17 zDesember z1995 
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zmengandung zcacat zhukum zdan zdinyatakan ztidak zsah 

zsecara zhukum, zmaka zMajelis zHakim zdalam 

zmusyawarahnya zmemutuskan zuntuk 

zmengesampingkan zdan zmenolak zpetitum zke z2 

zprimer zpermohonan zPemohon zserta zmengabulkan 

zpetitum zke z3 zyaitu zdengan zmenyatakan zKutipan 

zAkta zNikah znomor zXXXX ztanggal z17 zDesember 

z1995 zmengandung zcacat zhukum zdan zharus 

zdinyatakan ztidak zsah zsecara zhukum. 

Perkara zpengajuan zpermohonan zpembatalan 

zpoligami ztanpa zizin zistri zpertama zdengan zNomor 

zPerkara z1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr zmerupakan 

zsalah zsatu zperkara zyang zkemudian zdikabulkan zoleh 

zHakim zPengadilan zAgama zKabupaten zKediri zkarena 

zdalam zperkawinan zpoligaminya ztelah zmelanggar 

zaturan zyang ztelah zada zdan zberlaku zdi zIndonesia. 

Pelanggaran zyang zdilakukan zoleh zTermohon zdalam 

zperkawinan zpoligaminya zsudah zjelas zdalam zputusan. 

Bahwa zdalam zPasal z3 zdan z4 zberbunyi zseorang zsuami 

zhanya zboleh zberistri zsatu zdan zapabila zmenghendaki 

zakan zmenikah zlagi zmaka zharus zmeminta zizin zkepada 

zistri zdan zdiajukan zke zPengadilan zagama, zbegitu zpula 

zdalam zPasal z9 zdijelaskan zseseorang zyang zterikat ztali 

zperkawinan zdengan zorang zlain ztidak zdapat zkawin 

zlagi, z zjelas zini zsudah zmelanggar zperaturan ztersebut. 

Sehingga zperkawinan zini zsudah zsepantasnya zuntuk zdi 

zbatalkan zoleh zhakim zsebagai zpenegak zhukum zdi 

zPengadilan. 

Jika zditinjau zdari zhukum zIslam, zpembatalan 

zperkawinan zdengan zalasan zpoligami ztidak zberizin 

ztidak zbisa zdijadikan zdasar zhukum zuntuk zmelakukan 

zpembatalan zperkawinan. Karena zdalam zAlquran 

zsendiri ztidak zmenjelaskan zbahwa zsyarat zdari 

zpoligami zadalah zadanya zizin zdari zistri zpertama, zakan 

ztetapi zcukup zbisa zmenjamin zdirinya zmampu zberlaku 

zadil. 

Dalam zhukum zIslam, zsyarat zseseorang zingin 

zberpoligami zhanyalah zbisa zberlaku zadil zterhadap 

zistri-istri. Negara zIndonesia zmenganut zsistem 

zkekeluargaan zbersifat zmonogami zatau zhanya 

zmemiliki zsatu zistri. Dalam zperihal zseseorang zsuami 

zyang zhendak zmelaksanakan zpernikahan zpoligami 

zwajib zmemenuhi zpersyaratan zyang zsudah zberlaku. 

Salah zsatu zketentuan zyang zwajib zdilaksanakan zyaitu 

zmemperoleh zizin zdari zistri zdan zwajib zmendapatkan 

zizin zdari zPengadilan zAgama zsebagaimana zsudah 

zdiatur zdalam zPasal z4 zdan zPasal z5 zUndang-Undang 

zNo z1 zTahun z1974 ztentang zPerkawinan. Namun zjika 

zterjadi zpenyimpangan zterhadap zapa zyang ztelah 

ztertera zdalam zUndang-Undang zPerkawinan ztersebut, 

zmaka zbisa zdiajukan zpermohonan zpembatalan 

zperkawinan zkarena zpoligami. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan zpenelitian zyang zpeneliti zlakukan, zdapat 

zmengambil zkesimpulan zsebagai zberikut z: 

Sesuai zdengan zUndang-Undang zNomor z1 zTahun 

z1974 ztentang zPerkawinan, zyakni zberpacu zpada zPasal 

z3, 4, danz 9 perkawinan zpoligami ztanpa zizin zdari zisteri 

zpertama zini zdapat zdibatalkan. Karena zsalah zsatu 

zsyarat zmelakukan zpoligami zadalah zmendapatkan zizin 

zdari zistri zpertama zdengan zcara zmengajukan zke 

zPengadilan zdi zmana zia zbertempat ztinggal. Jika 

zdikaitkan zdengan zputusan zNomor 

z1362/Pdt.G/2016/PA.Kab.Kdr, zputusan zyang 

zdijatuhkan zoleh zhakim zini zsudah ztepat. Karena zsuami 

zketika zmenikahi zistri zkedua, zterbukti ztanpa zadanya 

zizin zdari zistri zpertama, zmaka zperkawinan ztersebut 

zdikabulkan zoleh zhakim zPengadilan zAgama zdapat 

zdibatalkan. 

Dalam zpandangan zhukum zIslam, zpoligami ztanpa 

zizin zistri zpertama ztidak zmembuat zperkawinannya 

zbatal. Selagi zperkawinan ztersebut zsudah zmemenuhi 

zsyarat zdan zrukun zperkawinan zmenurut zhukum zIslam.  

Adapun dalam Islam, apabila seseorang ingin 

beristri lebih dari satu orang maka tidak harus 

meminta izin kepada istri yang pertama. Hanya saja 

syaratnyanya adalah bisa berlaku adil terhadap istri-

istrinya. Jika zdikaitkan zdengan zputusan zNomor 

z1362/Pdt.G/2016/ PA.Kab.Kdr zperkawinan zantara 

zsuami zdengan zistri zkedua ztetap zsah zsecara zagama 

zdan ztidak zcacat zsehingga zpernikahan ztidak zbisa 

zdibatalkan zdengan zalasan zpoligami ztidak zberizin. 

 

Saran 

Saran yang dapat diberikan peneliti dalam hal ini 

adalah sebagai berikut : 

Kepada masyarakat agar lebih mentaati hukum 

yang berlaku. Jangan sampai menggunakan cara 

yang salah untuk mencapai tujuan salah yang 

dianggap benar. Karena perbuatan tersebut, banyak 

mendatangkan hal-hal negatif yang akan merugikan 

diri sendiri maupun orang lain. Untuk itu, tetaplah 

taat dan mengikuti aturan-aturan yang sudah 

ditentukan dalam Undang-Undang. 

Kepada Pegawai Pencatat Nikah perkawinan 

yaitu KUA, supaya lebih teliti lagi dalam melakukan 

verifikasi berkas calon pengantin. Jangan sampai 

pihak KUA lalai dalam melakukan verifikasi berkas 

para calon pengantin. Sehingga dengan kelalaian itu 

akan berujung fatal dan bisa merugikan pihak-pihak 

lain. 
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